BUPATIBENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkayang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang
Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten

Bengkayang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tetang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dibuah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor
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11) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daecrah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Beng kayang Nomor 5);

14.Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 8 );

15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Bengkayang;

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
melakukan koordinasi pengelolaan BMD;

Pengclolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik
daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan, dan pengamanan;

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya;

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu
objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu;

Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.

. Nilai Wajar adalah nilai tukar barang yang diperoleh dari adanya transaksi yang

terjadi secara wajar.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dilaksanakan penilaian barang milik daerah:
a. memperoleh data barang milik daerah yang benar, akurat, dan dapat

dipertanggungjawabkan,;
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b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang;
c. meningkatkan daya guna dan hasil guna; dan
d. memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai.
(2) Penilaian Barang Milik Dacrah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah,
pemanfaatan dan pemindahtanganan.

BAB Il
PENILAIAN

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 3

(1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca
pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeccualikan untuk:
a.pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
b.pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(3) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca
pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan
pada APBD.

Pasal 4

(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:

(2) Penilai Pemerintah; atau

(3) Penilai Publik yang ditetapkan olch Bupati;

(4) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain
Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota
asosiasi Penilai yang diakui oleh Pcmerintah.

(5) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperolch dari hasil penilaian
menjadi tanggung jawab Penilai.

Pasal 5

(1) Penilaian barang milik dacrah selain tanah dan/ atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh
Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang
unsurnya terdiri dari SKPD/ Unit Kerja terkait.

(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau
Penilai Publik.

(4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna
Barang tanpa melibatkan Penilai, hasil penilaian barang milik daerah hanya
merupakan nilai taksiran.

(6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 6

(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka
koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca
pemerintah daerah.

(2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi
dalam rangka pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai dengan standar
penilaian.

(3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/
Walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara
nasional.

(4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas
pemerintah daerah.

Pasal 7

(1) Penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah
Daerah dilaksanakan untuk mengetahui nilai perolchannya atau nilai wajar pada

saat perolehannya dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan;

(2) Penilaian barang millk daerah dalam rangka pemanfaatan dan/atau
pemindantanganan dllakukan oleh Thn Penilai Inteinal yauy Jditctaphain vlcl: Dupati

dan dapat melibatkan Penilai Independen bersertifikat di bidang penilaian aset;
(3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk mendapatkan nilai wajar.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.
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